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UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA 




Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tergolong dalam 
kejahatan luar biasa, karena banyaknya korban yang ditimbulkan oleh 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuan dari penulisan ini untuk 
mengetahui bagaimana profil pelaku dari kejahatan narkoba dan faktor-faktor 
yang melatarbelakangi pelaku tersebut melakukan tindak pidana narkoba serta 
upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum 
khususnya Kepolisian kota Surakarta dan lembaga khusus yang menangani 
kejahatan narkoba yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) kota Surakarta 
berdasarkan aturan yang sudah dijelaskan secara terperinci dalam UU No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika. Faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan 
tindak pidana narkoba di Kota Surakarta yaitu faktor geografis, lingkungan, 
ketergantungan, keluarga. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dan 
BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Surakarta untuk mengurangi tingkat 
kejahatan narkoba dapat digolongkan menjadi 2 upaya yaitu upaya penal 
(pemberantasan, penindakan) dan upaya non penal (pencegahan).  
 




Abuse and distribution dark drugs is are classified as a part evil remarkable , 
because of the victims inflicted by abuse and distribution dark narcotic .The 
purpose of writing is aimed to know how profile the householders of evil drugs 
and factors for the has committed crimes drugs and reduction efforts that can be 
carried by law enforcement officials especially city police surakarta and a special 
institution handle evil drugs that is bnn ( national narcotic agency city surakarta 
based on rules already described in detail in law no. 35 years 2009 on narcotics 
.Factors for investors a criminal offense drugs in the city surakarta namely the 
internal factor and external factors .Act done by police officers and bnn ( national 
narcotic agency city surakarta to reduce the crime rate drugs could be done 
through 2 of the upay. 
 
Keywords : countermeasures, criminal act, narcotics 
 
1. PENDAHULUAN 
Tindak Pidana Narkoba merupakan perbuatan terlarang oleh undang-undang 
dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian, peredaran atau perdagangan obat atau 
zat kimia yang dapat merugikan kader-kader penerus bangsa. Ironisnya, Saat ini 
2 
pelaku tindak pidana narkoba sudah mempengaruhi dan menyasar pada orang 
dewasa dan remaja, bahkan juga anak-anak.
1
  
Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah Faktor geografis yang terbuka 
menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar diseluruh wilayah Indonesia, 
faktor ekonomi yaitu sampai detik ini kondisi ekonomi Indonesia semakin 
melonjak tajam, semakin rumitnya permasalahan hidup menjadikan narkoba 
sebagai salah satu pelarian sebagai bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan. 
Faktor sosial dan pendidikan yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), 
moralitas terhadap agama, keluarga yang tidak harmonis serta lingkungan yang 
tidak mendukung kearah yang lebih baik.
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Tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 35 
tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci 
berkaitan sanksi pidana maupun proses penegakan hukum terhadap para pelaku 
yang pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHAP).
3
 Segala penyalahgunaan narkoba sesuai yang telah diatur di dalam UU 
No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba.
4
 Sebagaimana diuraikan 
dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 sebagai berikut:  
“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau 
melawan hukum”. 
     Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini dapat diartikan jika 
pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa 
atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah 
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ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-
pasal dalam UU Narkotika.
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Penerapan sanksi pidana narkoba yang diatur oleh Undang-Undang No.35 
tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 111 s/d Pasal 148 terdiri dari pidana pokok 
dan pidana denda secara komulatif yaitu berupa : pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, pidana kurungan dan pidana denda. 
Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui 
Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, 
Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) 
secara ex-officio diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang 
keduanya mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 




Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana profil pelaku terhadap kasus tindak 
pidana narkoba yang terjadi di Kota Surakarta ? Kedua, Apakah faktor yang 
melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana narkoba ? Ketiga, 
Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dan BNNK 
Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota 
Surakarta ? 
Pada dasarnya berdasarkan permasalah yang telah diuraikan, tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pelaku dari 
kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Surakarta, untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana 
narkoba, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dan 
BNNK Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang terjadi di 
Kota Surakarta. 
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2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
7
 Jenis penelitian yang 
digunakan penulis berdasarkan fokus penelitian adalah penelitian yuridis empiris 
yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder dan data primer di lapangan.
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Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta dan BNN Kota Surakarta. Sumber 
data penelitian ini berupa pertama, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan 
hukum yang mengikat, kedua, data sekunder baik berupa bahan hukum primer 
maupun bahan hukum sekunder, ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum 
yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan data studi keputakaan dan wawancara. Penganalisaan data yang 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Profil Pelaku Tindak Pidana Narkoba Terhadap Kasus Narkoba yang 
Terjadi di Kota Surakarta  
Menurut Holmes dan Holmes satu hal yang penting dilakukan dalam penyusunan 
profil kriminal adalah menganalisa korban untuk mengetahui karakteristik pelaku 
kejahatan. Profil pelaku kejahatan akan digambarkan mengenai pembawaan 
personal, kecenderungan, kebiasaan, serta karakteristik geografis-demografis 
pelaku kejahatan (misalkan: usia, jenis kelamin, status sosio-ekonomi, pendidikan, 
asal tempat tinggal). Profil kejahatan secara umum mencoba menguraikan tentang 
penyebab atau ide munculnya pelaku melakukan kejahatan tersebut. Profil pelaku 
kejahatan juga akan menjelaskan metode dan cara melakukan kejahatan yang 
dilakukan oleh pelaku tersebut.10 
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Rata-rata pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dilatarbelakangi oleh 
faktor : 
 Faktor Geografis, kota Surakarta memiliki jalur yang sangat strategis 
untuk melakukan kegiatan perdagangan narkoba Faktor Ketergantungan, apabila 
sudah ketergantungan pada narkotika, pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya 
secara terus-menerus untuk menggunakan narkotika sehingga sangat sulit bisa 
terlepas dari pengaruh narkotika tersebut.  Faktor Lingkungan, dimana perilaku 
beresiko tersebut muncul karena dipengaruhi oleh salah pergaulan dan mudah 
terhasut bujukan teman yang berasal dari dalam diri pelajar dan mahasiswa baik 
dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan diluar keluarga.  Faktor Keluarga, 
dari sebagian pelaku tindak pidana narkoba disebabkan oleh faktor keluarga yaitu 
seorang anak diakibatkan kurangnya kasih sayang dan didikan dari orangtua serta 
permasalahan ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk memenuhinya akibat 
dari semakin melonjaknya harga kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. 
3.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Kota Surakarta 




3.3.1.1 Upaya Non Penal ( Pencegahan ) 
Preemtif, bersifat masih berupa sosialisasi seperti contoh pemasangan spanduk , 
baliho dalam rangka khusus sosialisasi mengenai bahaya terhadap narkoba. 
Preventif,  melakukan penyuluhan di tingkat pelajar, mahasiswa dan juga 
kelurahan, kecamatan serta semua lingkungan serta melakukan pengawasan pada 
jalur-jalur peredaran gelap seperti pengawasan serta razia pada tempat-tempat 
yang dianggap rawan terjadinya penyalahguna narkoba. 
3.3.1.2 Upaya Penal ( Penanggulangan / Pemberantasan ) 
Represif, upaya penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan, jika 
ditemukan adanya barang bukti maka dilakukan upaya paksa penangkapan dengan 
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proses penyidikan lalu setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan lalu proses dilakukan 
di pengadilan  
3.3.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh BNN Kota 
Surakarta13 
3.3.3 Upaya Non Penal ( Pencegahan ) 
Kaitanya dengan Inpres No 6 Tahun 2018 tentang P4GN (Pencegahan & 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), sehingga dengan 
adanya Inpres No 6 Tahun 2018 memerintah bagian kementerian, lembaga, 
swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan 
melaksanakan P4GN tersebut. P4GN berisi yang pertama adalah sosialisasi dan 
desiminasi, yang kedua adalah test urine yang menjadi kewajiban sebagai 
komitmen setahun sekali pemerintah kota semua pegawainya wajib di test urine, 
dan yang ketiga dibentuknya satgas / relawan anti narkoba.  
 Rehabilitasi yang dimaksud adalah yang belum terpapar dapat dicegah 
dengan pemberdayaan dan pencegahan serta wajib menjalankan rehabilitasi 
sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 
yang berbunyi : 
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Dalam hal rehabilitasi, BNN melakukan kerja sama antar rehabilitasi 
medis dengan Unit Pelayanan Kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas 
dan rehabilitasi sosial dengan lembaga sosial. Syarat orang direhabilitasi ada 2 
yaitu yang pertama Volentre, volentre adalah orang yang merasa dia sakit 
menyerahkan diri datang ke BNN untuk diobati itu tidak dipermasalahakan dan 
tidak ditahan. Syarat yang kedua adalah Kompolsri yaitu pecandu narkoba karna 
hasil tangkapan setelah ditangkap oleh polisi dinyatakan sebagai korban dan 
mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan. 
3.3.4 Upaya Penal ( Penanggulangan / Pemberantasan ) 
Selain fokus dalam upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, 
BNN juga melakukan kegiatan pemberantasan, dimana antara Polri dan BNN 
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memiliki tujuan yang sama yaitu memutus jaringan narkoba namun tidak boleh 
tumpang tindih, selain itu tujuan yang lain adalah menyita aset kejahatan 
narkotika dengan UU TPPU, meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk 




Pelaku tindak pidana narkoba di Kota Surakarta setiap tahunnya masih terus 
ditemukan, khususnya pada data rekap ungkap pelaku tindak pidana narkoba di 
tahun 2019 dengan total keseluruhan mencapai angka 150 orang yang terlibat 
dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dari keseluruhan total tersebut dapat 
disimpulkan jika pelaku tersbut tanpa memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan 
maupun pendidikan. Adapun faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan 
tindak pidana narkoba yaitu faktor geografis, faktor lingkungan, faktor 
ketergantungan dan faktor ekonomi akan tetapi faktor yang paling sering terjadi 
adalah faktor lingkungan karna berawal dari pergaulan yang tidak sehat dan 
mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain untuk melakukan kerjasama dalam 
kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan pemberantasan narkoba di 
Kota Surakarta maka dibentuklah Satreskrim Narkoba yang menangani khusus 
tindak pidana narkoba yang bekerjasama dengan BNN kota Surakarta untuk 
membantu pihak Kepolisian dalam memberantas kejahatan narkoba berupa upaya 
Non Penal meliputi upaya Preemtif dan Preventif (pencegahan dan penyuluhan) 
serta upaya Penal meliputi upaya Represif (pemberantasan). 
4.2 Saran  
Pertama, Memberatkan sanksi hukuman kepada para pelaku narkoba khususnya 
bandar dan pengedar narkoba dengan menerapkan sanksi hukuman pidana mati 
 Kedua, Berkaitan dengan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu 
faktor keluarga dengan lebih meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, faktor 
lingkungan yaitu dengan lebih berhati-hati dalam pergaulan, faktor geografis 
dengan lebih meningkatkan tingkat pengawasan dan keamanan diseluruh wilayah 
Kota Surakarta. Ketiga, Memperluas kegiatan sosialisasi dan penyuluhan 
diseluruh wilayah kota Surakarta yang bertujuan untuk memberikan edukasi / 
8 
wawasan mengenai bahaya narkoba terhadap masyarakat yang masih minim akan 
pendidikan. Keempat, Perlu adanya peran serta dari masyarakat sekitar dalam 
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